
Menimbang :

Mengingat :

RANCA$GAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

I{OMOR:

TENTANG

PENYDLENGGARAAN PEKEzuAAN TEKNISI I{ARDIOVASKULER

DINGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

MINTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan,

mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan

pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler serta menjamin adanya

kepastian hukum perlu mengatur penyelenggal"aan pekerjaan

Teknisi Kardiovaskuler;

b. bahwa keberadaan Teknisi Kardiovaskuler sangat diperlukan

untuk memberikan pelayanan Teknisi Kardiovaskuler dalam

rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi seluruh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b perlu diatur Penyelenggaraan Pekerjaan

Teknisi Kardiovaskuler dalam Peraturan Menteri'

1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumer:L;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor I2,5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 8 'fahun 2OO5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO5 tentang

perubahal Atas undang- Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang) ;



3. Undang-IJndang Nnmor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian

Negara Republik Indonesia (l,embaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2OC8 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 49161:

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 144,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltromor 50721;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagial Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kapbupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82,

Tambahan Lenrbarem Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144 /Mer:kes/Per/vlll I 2A10 tentang organisasi dan Tata Ke{a

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OIO Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri l(esehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 7a\;

B. peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46

Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2OI3 tentang

pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga Negara Asing (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor I32O);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

640 / MENKES / SK/ V I 2OA3 tentang Teknisi Kardiovaskuler; dan

ll.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

374 /Menkes/SK/V/ 2OOg tentang sistem Kesehatan Nasional.



Menetapkah :

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN

PEKERJAAN TEKNISI I{ARDIOVASKULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ment':ri ini yang dim.aksud dengan :

1. Teknisi Kard.iovaskuler adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan

teknik kardiovaskuier sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

d.igunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, danf atau masyarakat.

3. Surat Tanda Registrasi Teknisi Kardiovaskuler, yang selanjutnya d.isingkat

STRTKV adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada Teknisi

Kardiovaskuler yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

4. Surat 1zin Pi:aktik Teknisi Kardiovaskuler / Surat Izin Kerja Teknisi

Kardiovaskuler yang selanjutnya disingkat SIKTI{V/SIPTKV adalah bukti

tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian

kardiovaskuler p"a? fasilitas pelayanan kesehatan'

S. Standar Profesi I'eknisi Kardiovaskuler adalah batasan kemampuan

minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Teknisi Kardiovaskuler untuk

dapat menyelenggarakan keteknisian kardiovaskuler secara professional

yang diatur oleh organisasi profesi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.

T. pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsu'r penyelenggara pemerintah daerah'



8. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI

hAafafr lembaga yanfl berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan

yang memberikan peLayanan kesehatan'

g. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah

lembaga yang meml>antu pelaksanaan tugas MTKI'

10. Organisasi profesi adaiah

yang selanjutnya disingkat

Persatuan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia

PATKI.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pekerj aan Teknisi Kardiovaskuler'

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kuali{ikasi Teknisi Kardiovaskuler

Pasal 3

Kualifikasi pendidikan Teknisi Kardiovaskuler ditentukan berdasarkan

pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

STRTKV

Pasal 4

(1) Teknisi Kardiovaskuler dalam menvelenggarakan pekerjaannya harus

memiliki STRTKV.

(2) STRTKV dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

(3) STRTKV sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI'



(4) STRTKV yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama

memenuhi persYaratan'

Bagian I{etiga

SIKTKV

Fasal 5

(1) Teknisi Kardiovask,-rler yang rnenyelenggarakan pekerjaan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK'|I{V / SIFryKV'

(2) SIKTI{V/SIPTKV sebagaimana dimaksud

Teknisi Kardiovaskuler yang telah memiliki

(3) SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud

pemerintah daerah danlatau kepala dinas

pada ayat (1) diberikan kePada

STRTKV.

pada ayat (1) dikeluarkan oleh

kesehatan kabupaten / kota.

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh SIl{TIdV/SIPl'}ff sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 5,

Teknisi Kardiovaskuler harus mengajukan permohonan kepada pemerintah

daerah dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten lkota dengan

melampirkan :

a. fotokopi ljazah yang dilegalisir;

b. fotokopi STRTKV;

c. surat keteranga.rr sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

d. surat keteranga-n beker;'a dari l"asiltas Pelayanan Kesehatan yang

bersangkutan;

e. pas foto berwarria terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar

berlatar belakang nrerah;

f. rekomendasi dali Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat

yang ditunjuk; dan

g. rekomendasi dari organisasi profesi.

(2) Apabila SIKTKV/SIPTKV dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten f kota,

persyararan rekomerrdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak

berlaku.

(3) Contoh surat permohonan memperoleh SIKTKV/SIPTKV sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini'



(4) eontoh SIKTKV seLagaimana tercantum dalam formulir III terlampir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Teknidi Kardiovaskuler warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat

mengrijukan permohonan memperoleh SIKTKV / SIPTKV setelah :

a. mbmenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

b. menyelenggarakan evaluasi dan memiliki surat innkerla / st:rat izin praktek

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan'

(21 Ketentuan menger,.ai pem.baruan SIKTI{V/SIPTKV dilakukan dengan

mengikuti tata caret mernper:oleh SIKTKV/SIPTKV sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6.

(1) Teknisi kardiovaskuier

SIKTKV/ SIPTKV.

Pasal 9

dapat memiliki paling banyak (dua)

(2) permohonan sIKTKV/SlPTtff kedua dapat dilakukan dengan menunjukan

bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTI{V/SIPTKV pertama.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN TEKNISI KARDIOVASKULER

(1) SIKTKV/SIPTKV berlaku

diperbaharui kemberli jika.

dalam Pasal 4 aYat 2..

Teknisi Kardiovaskuler l/ang

pekerj aannya Pada Fasilitas

a. rumah sakit

Pasal 8

selama S'|RTKV masih berlaku dan dapat

habis ma,sa berlakunya sebagaimarra dimaksud

Pasal 10

memiliki SIKTKV/ SIPTKV dapat menyelenggarakan

Pelavanan Kesehatan beruPa:

b. klinik penunjang medik

c. puskesmas



Pasal I 1

.

(1) Teknisi Kardiovaskuler hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan

lieteknisian kardiovaskriler atas permintaan tenaga medis.

(21 Pei:rnintaan tenaga rnedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilengkapi dengan surat rujukan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, Teknisi Kardiovaskuler mempunyai

kewenangan:

(1) Menerima delegasi berdasarkan surat rujukan dari tenaga medis untuk

menyelenggarakan Pemeriksaan :

1.1 diagnostik non invasif vaskuler :

a. duplex sonografi ekstremitas bawah (arteri dan vena);

b. duplex sonog'afi carotis (arteri dan vena);

c. duplex sonografi ekstremitas atas (arteri dan vena);

d. Flou Mediatecl Dilatation (FMD);

e. Pletismografi;

f. duplex sonog'afi renalis;

g. Trans Cranial DoPPler (TCD);

h. duplex sonografi abdomen (arteri dan vena);

i. Laser DoPPler Fluxirnetri; dan

j. htlse Waue Vel.ocitg {PWV).

1.2 diagnostik non ilvasif ekokarcliografi Trans Thoracic Bchocardiograpttg

(rrE);

1.3 teknik elekterokardiografi dan tekanan darah :

a. Elektrokardiograli (EKG);

b. treadmill test;

c. holter monitor,'.ng; dan

d.. Ambulatory Biood. Pressure Monitoing (ABPM)'

(2) Bekerja daram tim 
iuntuk 

menyelenggarakan pekerjaan pemeriksaan non

invasif , tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah:

a. pemeriksaan/tindakan'Trans Thoracic Echocardiographg (TTE) dengan

BubbteKontrasEkokardiografi(EcttocardiographgBubbte|;

b. pemeriksaan/tind.akan Trans Thoracic Echocardiographg (TTE) dengan

Trans Esophageal Eclncardiographg (TEE) ;



pemefiksaan/tindakan Trans Th.oracic Bchocardiography (TTE) dengan

Dobutamin Stress E)chocardiography (DSE) ;

pemeriksaan Trans Thoraci.c Echocardiographg (TTE) dan/atau Trans

Esophageal Echo=ard.iography (TEE) dalam tindakan diagnostik invasif

dan intervensi no:r bedah kardiovaskuler;

monitoring hemoctinamik; dan

program alat Pactr jantung.

(3) Menyiapkan pasien dan alat untuk:

3. i pemeriksaan diagnostik non invasif:

a. teknik sonografi vaskuler;

b. teknik sonografi ekokardiograli;

c. teknik elektrokardiografi dan tekanan darah;

e. treadmill test;

f. holter monitorinSl dan

d.. Ambulatory Bi.ood Pressure Mbnitoring (ABPM)'

3.2 tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedale.

Pasal 13

(1) Teknisi Kardiovaskuler dalam menyelenggarakan pekerjaannya wajib

menyelenggarakan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan'

(21 Dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lirna) tahun'

Pasal 14

Dalam menyelenggarakg pekerjaannya Teknisi Kardiovaskuler mempunyai hak:

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang menyelenggarakan

pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, kode etik

dan standar prosedu-r opera,sional keteknisian kardiovaskuler;

b. menyelenggarakan t".rga.s sesuai dengan kompetensinya;

c. memperoleh informa'si' 5'ang jujur dan iengkap dari pekerjaan;

d. menerima imbalan jasa prot'esi, tunjzrngan radiasi; dan

e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan

dengan tugasnYa.

i.

d.

e.

f.

Pasal 15



d.

e.

Dafain menyelenggarAkan tugasnya Teknisi Kardiovaskuler mempunyai

kewajiban:

a. menghormati hak Patsien;

b. rhenyimpan ratrasia sesuai. ketentuan perundang - undangan;

c. riremberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang pekerjaan

keteknisian kardiovaskuler yang dibutuhkan pasien;

mbmatuhi standar profesi, standar pelayanan, kode etik, dan standar

prosedur operasional keteknisian kardiovaskuler; dan

bertanggung jawab kepada tenaga medis dalam menjalankan tugas

keteknisian kardiovatskuler.

f. bertanggung jawab kepada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah

dalam menyelenggalakan pekerjaan : ekokardiografi, vaskuler, treadmill test

(uji latih jantung dengan beban), holter monitoring, Ambulatory Blood

Pressure Monitoring {ABPM).

g. mematuhi standar operasional di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Par;al 10.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan/atau kepala

dinas kesehatan kB.bupaten fkota, MTKI, MTKP, dan organisasi Profesi

menyelenggarakan penlbinaan d.an pengawasall terhadap pelaksanaan

pekerj aan Teknisi Kixriiovaskuler'

(21 Pembinaan dan pengawasan. sebagalmarla

untuk meningkatkan mutu pelayanan

Kardiovaskuler.

dimaksud pada aYat (1) bertujuan

yang diberikan oleh Teknisi

Pasal 17

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan Teknisi

Kardiovaskuler yang bekerja dan berhenti di institusinya setiap 1 (satu) tahun

kepada Kepala Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan

Kabupatenl Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi'



(1)

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Menteri, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

dan/atau kepala ,linas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan

tindakan administratif kepada Teknisi Kardiovaskuler yang

menyelenggarakan pelanggaran terhadap ketentuan Oenyelenggaraan

pekerjaan Teknisi Kardiovaskuler dalam Peraturan Menteri ini.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. pencabutan SIKIKV.

Pasal 19

pemerintah daerah clan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau

kepala dinas keseha.tan kabupatenikota dapat merekomendasi pencabutan

STRTKV kepada TMTKI terhadap Teknisi Kardiovaskuler yang

menyelenggarakan pekerj aan tanpa memiliki STKTKV/ sIPrKV.

pemerintah daerah danlataa kepala clinas kesehatan kabupaten/kota atau

kepala dinas kabuparen lkota dapat rnengenakan sanksi teguran lisan,

teguran tertulis-kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

mempekerjakan 'lleknisi Kardiovaskuler yang tidak mempunyai

SIKTKV/SIPTKV.

BAB V

KETBNTUAN PERALIHAN

Pasal 2O

(1) Teknisi kardiovaskirler yang telah menjalankan pekerjaan keteknisian

kardiovaskuler sebe,.um berlakunya Peraturan Menteri ini, harus teregistrasi

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan'

(2) Teknisi Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki

SIKTKV berdasarkar Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun

sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini'

(2)

(1)

(21



(3) Setiap Teknisi KarC.iovaskuler yang menjalankan pekerjaan keteknisian

kardiovaskuler harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling

lirmbat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peratrlran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang merrgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

NILA DJUWITA F MOELOEK

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd



NOMOR REGISTRASI

REG/S?RATION NUMBER

NAMA
NAME

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
PLACE / DATE OF BIRTH

NOMOR IJAZAH
SEX

TANGGAL LULUS
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI
UNNBRSITY

KOMPETENSI
COMPETENCE

NOMOR SERTIFIKAT KOMPBTENSI

CO MP ETEN C E C ERTIFICATIO.N N U M B E R

STR BERLAKU SAMPAI

VALID UNTIL

Formulir I

.20...

a.n Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

CHAIRMAIV OF INDONESIAN HEALTH PROFFES/O.IT

, M^'J#;ff;;il*;ffiil,1,,"*",,^
(THE INDONE*<IAN HEALTH PROFESSION BOARD)

' ] SI'RAT TANDA REGISTRASI TEKNIK I(ARDIOVASKULER

flacrSrNA TION CERTIFICATE OF CARDIOVASCULAR TECHMC

PAS PHOTO

4xO



Perihal : Permohonan Suratlzin Kerja

Teknisi Kardiovaskuler {SIKfKl/)

Dengdn hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Formulir II

Kepada Yth,

Kepala Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

cq: Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

di....

Nama LengkaP
Alamat

Jenis Kelarnin
Tahun Kelu1usan

Tempat/Tanggal Lahir: .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja

Tekriisi Kardiovaskuler (SIKTKV) pada .. (sebut narna sarana

kesehatannya, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi

Kardiovaskuler.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan :

a. fltocopy Ijazah tek'isi kardiovaskuler yang dilegalisir;
b. fotocopy Surat Tanrla Registrasi Teknisi Kardiovaskuler (STRTKV);

c. surat keterangan st:hat dari dokter
d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitasi pelayanan

kesehatan;
pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

berlatar belakang nterah;
rekomendasi dari Kepala. Dinas Kesehatan KabupatenlKota atau pejabat

yang ditunjuk; dan
iekomendasi dari organisasi profesi (PATKIi'

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

e.

f.

ob'

20L..

Yang Memohon,

(...

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehaian Provinsi

2. Kepala Rumah Sakit

3. Kepala Puskesmas



Formulir III

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

SURATIZINKERJATBKNISIKARDIoVASKULER(SIKTKV)

Nomor:

yang bertanda talgan dibawah ini, Pemerintah daerah dan/atau kepala dinas

kesehatan kabupaten /kota/ Kepala Dinas Kesehatan

Kabupatenf Kota.. ... memberikan izin kerja kepada:

Untuk bekerja sebagai Teknisi Kardiovaskuler di............ {tempat dan alamat

tengkap fasilitas pelag an mn. kesehatan/ temp at kerj a)

Surat Inn Kerja Teknisi Karcliovaskuler (SIKTKV) ini berlaku sampai dengan

tanggal ... .. (sesuai pemiterlalstanz S?R),

Dikeluarkan di

Nama :

Tempat/tanggal lahir:

Alamat :

Nomor STRTKV :

PAS PHOTO

4x6

Tembusan:

l. Kepala Dinas Kesehatan P::ovinsi "..""""""';
2. Kepala Dinas Kesehatan l(abupaten / Kota """"";

Pada tanggal

Pemerintah daerah dan/atau kepala

dinas kesehatal kabuPaten lkota

3. Ketua Perhimpunan Ahli Teknisi Kardiovaskuler (PATKI)""'""'; dan

4. Pertinggal.


